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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

Menimbang

Mengingat

BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG
LEBONG NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI LEBONG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan
Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 27 Tahun
2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Lebong Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undané
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
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ang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2093[ fizr:eSia
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 1 Negard
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembarana telah
Republik Indonesia Nomor 4286), quagalmgngganﬂ
diubah dengan Peraturan Pemerintall tentang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 292.0 Sistem
Kebijakan Keuangan Negara Dan Stz.ib'htas Virus
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Comﬂ‘;angka
Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam akan
Menghadapi Ancaman Yang Me.rf]bahax tem
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Slshen
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta ?‘k
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Udang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
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, ang
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentanb

Tata Cara Penyusunan, Pengendalinn dan =2 n
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Latre 21,
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nnm(;{on;or
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun ‘wiltg
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (8556)
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor . i
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mente

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 .tcntﬂlz)g
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negerl Nom
juk Hukum

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Proc
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

Nomor 157);

2018

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dar!
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluaslt
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Dan Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1312);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 496},

15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
Kabupaten Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2012 Nomor 14);

16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Lebong Tahun 2006-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2012

Nomor 15);
BAG!AN
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor L ;.rﬂagkat
2016 tentang Pembentukan dan Susunan ¢ Tahun
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten [.,eboﬂg dengan
2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah

Tahun
Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor paerah
2021 tentang Perubahan Atas PeratLlral% tentang
Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 20 Daer:

Pembentukan dan Susunan pPerangkat
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong);

18. Peraturan Dacrah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tihun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Meriaggzﬁ
Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 202 —2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun
Nomor 5);

19. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2(_321_
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ProP}ns}
Bengkulu Tahun 2022 (Berita Daerah Propinsi
Bengkulu Tahun 2021 Nomor 19);

20. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun 2022
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daera.h_
Propinsi Bengkulu Tahun 2022 (Berita Daerah Propinsi
Bengkulu Tahun 2022 Nomor 19);

21. Peraturan Bupati Lebong Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong
Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun
2021 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
LEBONG TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Per_aturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Lebong
2. Bupati adalah Bupati Lebong,. .
3. Organisasi Perangkat Daerah, selan;] i
, jutnya disebut OPD

adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Lebong selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

BAGIAN
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4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabulﬁgﬁ
Lebong Tahun 2022, selanjutnya disebut RKPD T A
2022 adalah dokumen perencanaan pembanzgu ang
daerah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2022 Y
dimulai dari Januari 2022 sampai dengan 31 Des
2022,

5. Rencana Kerja dan Anggaran
Daerah selanjutnya disebut RKA-OPD adala
perencanaan dan pengganggarar yang berl
dan kegiatan OPD serta anggaran yang
untuk melaksanakannya. ;

6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan cfl(aigﬁ
Perangkat Daerah selanjutnya disebut DPA-OPD adale.

dan belanja
dokumen yang memuat paqdapatan : qpaar
pembiayaan setiap OPD yang digunakan sebagai
elaksanaan oleh pengguna anggararn. e

7. %ebijakan Umum]:J APBD yang selanjutnya dlslpgkat
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bldang_
pendapatan, belanja, dan pembiayaan gerta asumsl
yang mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun.

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagal
acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati
dengan DPRD.

9. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya
disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
RKA-OPD setelah disepakati dengan DPRD.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris
daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

) t
Kerja Peraﬂgka
Satuan Ker] h dokumen

si program
diperlukan

BAB Il
SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2022 disusun dalam Dokumen

Perencanaan Daerah Kabupaten Lebong d 1 .
] en ti
penulisan sebagai herikut: 8 gan sistematika

Bab I : Pendahuluan;

Bab II Hasil Evaluasi Pro i
gram dan K
Tahun 2022 Triwulan II; gpatan REED
I
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Bablll : Rancangan kerangka ekonomi daerah dan

kebijakan keuangan daerah
Bab IV : Prioritas dan sasaran pembangunan daerah
BabV : Rencana Kerja dan Pendanaan daerah

Bab VI : Penutup

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2022 disusun dengan maksud
sebagai: .
a) Pedoman bagi OPD dalam menyusun Perubahan Renja
OPD Tahun 2022, 3
b) Landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum
Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS) untuk Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2022.
Pasal 4

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan tujuan untuk menyelaraskan antara
perencanaan dan penganggaran Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2022,

BAB IV
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022

Pasal 5

Hal-hal yang diubah dalam Perubahan RKPD Tahun 2022,

meliputi;

a. Hasil evaluasi hingga triwulan II Tahun 2022 terdapat
perkembangan keadaan berupa perubahan asumsi
kerangka ekonomi daerah akibat pandemi covid-19
terutama terjadi perkembangan indikator makro
daerah, sedangkan untuk kerangka pendanaan terjadi
perubahan terutama pada asumsi pendapatan, belanja
dan pembiayaan daerah;

(3) Adaanya perubahan rencana program dan kegiatan
prioritas daerah berupa adanya usulan dari OPD dalam
bentuk pergeseran kegiatan, penambahan kegiatan
baru, penambahan atau pengurangan target kinerja
dan pagu anggaran.

e ——
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, n}ex:neﬁnéahk:f;
pengundangan Peraturan Bupati ini eng
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.
Ditetapkan di Tubei
pada tanggal tanggal 9 Agustus 2022
f BUPATI LEBONG,
vyKOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 9 Agustus 2022

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 30
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